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BUPATI PEMALANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI PEMALANG
NOMOR 2 TAHUN 2021

TENTANG

TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN

Menimbang

Mengingat

DI KABUPATEN PEMALANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PEMALANG,

a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten

Pemalang Nomor 13 Tahun 2018 tentang Perubahan atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah dan Peraturan Pemerintah
Nomor 55 Tahun 2016 tentang Ketentuan Umum dan Tata
Cara Pemungutan Pajak Daerah, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk
Pelaksanaan Pemungutan Pajak Penerangan Jalan perlu
ditinjau kembali;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata
Cara Pemungutan Pajak Penerangan Jalan Di Kabupaten
Pemalang;

1. Undang-Undang  Nomor 13 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam
Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Tahun
1950 Nomor 42);

. Undang-Undang Nomor 08 Tahun 2009 tentang Pajak

Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah
diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia
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Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6573);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor
11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang

Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13
Tahun 1950;

. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2016 tentang

Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5950);

. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020

tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor
1781);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun

2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2012 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang
Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1 Tahun
2012 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2021 Nomor 1, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 1);

. Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 13 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Pemalang (Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran
Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 14) sebagaimana telah
diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Pemalang Nomor 14 Tahun 2020 tentang
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Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan
Susunan  Perangkat Daerah Kabupaten Pemalang
(Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020
Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Pemalang Nomor 14);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN

PAJAK PENERANGAN JALAN DI KABUPATEN PEMALANG.

BAB 1
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1.
2.

10.

Daerah adalah Kabupaten Pemalang.

Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah.

Bupati adalah Bupati Pemalang.

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Kabupaten Pemalang.

Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah.

Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah yang selanjutnya disingkat
Bapenda adalah Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah Kabupaten
Pemalang.

Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu dibidang perpajakan
daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Kepala Bapenda adalah Kepala Bapenda Kabupaten Pemalang.

Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontribusi wajib
kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat
memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan
imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi
sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan
kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan
usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan
lainnya, badan usaha milik negara (BUMN), atau badan usaha milik
daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi,
koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi



jdih.pemalangkab.go.id

11.

12,

13.

14.

15.

16.

17,

18.

19.
20.

21.

22.

massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga dan
bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif dan bentuk
usaha tetap.

Pajak Penerangan Jalan adalah pajak atas penggunaan tenaga listrik, baik
yang dihasilkan sendiri maupun diperoleh dari sumber lain.

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau badan yang dapat dikenakan
pajak.

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan, meliputi pembayar pajak,
pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan
kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan perpajakan daerah termasuk PT. PLN (Persero).

Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka
waktu lain yang diatur dengan peraturan bupati paling lama 3 (tiga) bulan
kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung,
menyetor dan melaporkan pajak yang terutang.

Tahun Pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 (satu) tahun kalender,
kecuali bila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama
dengan tahun kalender.

Pajak yang terutang adalah pajak yang harus dibayar pada suatu saat,
dalam masa pajak, dalam tahun pajak, atau dalam bagian tahun pajak
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah.

Pemungutan adalah suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan
data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terutang
sampai kegiatan penagihan pajak kepada wajib pajak serta pengawasan
penyetorannya.

System Self Assesment adalah pajak yang dihitung, diperhitungkan,
dibayar, dan dilaporkan sendiri oleh wajib pajak.

Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Pemalang.

Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah untuk selanjutnya disebut NPWPD,
adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam
administrasi perpajakan daerah yang dipergunakan sebagai tanda
pengenal diri atau identitas wajib pajak daerah dalam melaksanakan hak
dan kewajiban perpajakannya.

Surat Pemberitahuan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SPTPD,
adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan
penghitungan dan/atau pembayaran pajak, objek pajak dan/atau bukan
objek pajak, dan/atau harta dan kewajiban sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.

Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SSPD, adalah
bukti pembayaran atau penyetoran pajak yang telah dilakukan dengan
menggunakan formulir atau telah dilakukan dengan cara lain ke kas
daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Bupati.



jdih.pemalangkab.go.id

23.

24.

25.

26.

27 .

28.

29,

30.

31.

32.

33.

Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD, adalah
surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok pajak yang
terutang.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDKB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya
jumlah pokok pajak, jumlah kredit pajak, jumlah kekurangan pembayaran
pokok pajak, besarnya sanksi administratif, dan jumlah pajak yang masih
harus dibayar.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya
disingkat SKPDKBT, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan
tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disingkat SKPDN,
adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pokok pajak
sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan
tidak ada kredit pajak.

Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disingkat
SKPDLB, adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah
kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar
daripada pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disingkat STPD, adalah
surat untuk melakukan tagihan pajak dan/atau sanksi administratif
berupa bunga dan/atau denda.

Surat Keputusan Pembetulan adalah surat keputusan yang membetulkan
kesalahan tulis, kesalahan hitung, dan/atau kekeliruan dalam penerapan
ketentuan tertentu dalam peraturan perundang-undangan perpajakan
daerah yang terdapat dalam SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN,
SKPDLB, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, atau Surat Keputusan
Keberatan.

Surat Keputusan Keberatan adalah surat keputusan atas keberatan
terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, SKPDN, SKPDLB, atau
terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan
oleh wajib pajak.

Putusan Banding adalah putusan badan peradilan pajak atas banding
terhadap Surat Keputusan Keberatan yang diajukan oleh wajib pajak.
Pembukuan adalah suatu proses pencatatan yang dilakukan secara
teratur untuk mengumpulkan data dan informasi keuangan yang meliputi
harta, kewajiban, modal, penghasilan dan biaya, serta jumlah harga
perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang ditutup dengan
menyusun laporan keuangan berupa neraca dan laporan laba rugi untuk
periode tahun pajak tersebut.

Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah
data, keterangan, dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan
profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji
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34.

kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah untuk tujuan lain
dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan
perpajakan daerah.

Surat Paksa adalah surat perintah membayar utang pajak dan biaya
penagihan pajak.

BAB II
PENDAFTARAN DAN PENDATAAN

Bagian Kesatu
Pendaftaran

Pasal 2
Setiap Wajib Pajak Penerangan Jalan wajib mendaftarkan usahanya atau
objek pajak penerangan jalan dengan menggunakan SPTPD kepada Kepala
Bapenda, paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum kegiatan usaha
dimulai, kecuali ditentukan lain.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diambil sendiri oleh wajib
pajak atau kuasanya di Bapenda.
SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas,
benar dan lengkap serta di tandatangani oleh wajib pajak atau kuasanya.

Bagian Kedua

Pendataan

Pasal 3
Setiap Wajib Pajak wajib mengisi SPTPD.
SPTPD berisikan pelaporan nilai jual tenaga listrik.
SPTPD wajib disampaikan kepada Bapenda paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah berakhirnya masa pajak.
Apabila batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada hari libur, maka
batas waktu penyampaian SPTPD jatuh pada satu hari kerja berikutnya.

BAB III
DASAR PENGENAAN, TARIF DAN
CARA PENGHITUNGAN PAJAK DAN MASA PAJAK

Pasal 4

(1) Dasar pengenaan pajak penerangan jalan adalah Nilai Jual Tenaga Listrik.
(2) Nilai Jual Tenaga Listrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan

sebagai berikut :

a. dalam hal tenaga listrik berasal dari sumber lain dengan pembayaran,

Nilai Jual Tenaga Listrik adalah jumlah tagihan biaya beban/tetap
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ditambah dengan biaya pemakaian kwh/variabel yang ditagihkan dalam
rekening listrik; dan

b. dalam hal tenaga listrik dihasilkan sendiri, Nilai Jual Tenaga Listrik
dihitung berdasarkan kapasitas tersedia, tingkat penggunaan listrik,
jangka waktu pemakaian listrik dan harga satuan listrik yang berlaku di
daerah.

Pasal 5
Tarif pajak penerangan jalan ditetapkan sebagai berikut :
a. penggunaan tenaga listrik dari sumber lain untuk keperluan :
1. selain untuk industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif
pajak penerangan jalan ditetapkan sebesar 9% (sembilan persen);
2. industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam tarif pajak
penerangan jalan ditetapkan sebesar 3% (tiga persen).
b. penggunaan tenaga listrik yang dihasilkan sendiri, tarif pajak penerangan
jalan ditetapkan sebesar 1,5% (satu koma lima persen).

Pasal 6
Besaran pokok Pajak Penerangan Jalan yang terutang dihitung dengan cara
mengalikan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dengan dasar
pengenaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.

Pasal 7
Tata cara perhitungan Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut :
a. Pajak Penerangan Jalan Bagi Pelanggan PLN :

1. Pajak dipungut berdasarkan besarnya tagihan rekening listrik setiap
bulan sekali tidak termasuk beban tetap; '

2. daftar rekening listrik yang telah diterbitkan oleh PLN merupakan
SPTPD, SKPD, SSPD dan STPD.

b. Pajak Penerangan Jalan Bukan Pelanggan PLN :

1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran dan SPTPD dengan jelas dan
lengkap dan diserahkan ke Bapenda paling lambat 15 (lima belas) hari
setelah diterima dokumen tersebut;

2. dalam SPTPD tidak dipenuhi Wajib Pajak maka diterbitkan SKPD secara
jabatan melalui pendaftaran oleh petugas.

Pasal 8
Masa Pajak Penerangan Jalan adalah jangka waktu 1 (satu) bulan takwim
yang menjadi dasar bagi Wajib Pajak untuk menghitung, menyetor dan
melaporkan pajak terhutang.
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BAB IV
TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK

Pasal 9
Tata cara pemungutan Pajak Penerangan Jalan sebagai berikut :
a. Pajak Penerangan Jalan bagi Pelanggan PLN :

1. Pembayaran Pajak dilakukan bersamaan pembayaran rekening listrik
pada ranting PLN, Loket resmi pembayaran listrik PLN atau payment
poin online bank (PPOB);

2. Daftar rekening listrik yang telah diterbitkan oleh PLN merupakan
SPTPD, SKPD, SSPD dan STPD.

b. Pajak Penerangan Jalan Bukan Pelanggan PLN :

1. Atas dasar SPTPD yang telah ditandatangani Wajib Pajak, Bapenda atas
nama Bupati menetapkan jumlah pajak yang bersangkutan dengan
SKPD;

2. Penyetoran Pajak terutang dapat dilakukan melalui :

a) Setor langsung ke Bendahara Penerimaan Bapenda;
b) Pembantu Kas Bank Jateng Cabang Pemalang terdekat;
c) Petugas/ Pelaksana dari Bapenda Kabupaten Pemalang;

BAB YV
PENAGIHAN

Pasal 10
(1) Kepala Bapenda atau pejabat yang ditunjuk dapat menerbitkan STPD
apabila :
a. Pajak Penerangan Jalan dalam tahun berjalan tidak atau kurang
dibayar;
b. dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai
akibat salah tulis dan/atau salah hitung;
c. Wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa denda atau bunga.
(2) Tata cara penagihan pajak penerangan jalan sebagai berikut :
a. dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari sejak saat jatuh tempo pembayaran
wajib pajak harus melunasi pajak terutang;
b. apabila setelah jatuh tempo pembayaran wajib pajak tidak melunasi
pajak yang terutang, maka Bupati lewat Kepala Bapenda menerbitkan
surat tagihan.
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(1)

(4)

(2)

BAB VI
PEMBUKUAN, PENCATATAN DAN PEMERIKSAAN

Pasal 11
Wajib Pajak yang melakukan usaha dengan omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) per tahun wajib
menyelenggarakan pembukuan dan pencatatan.
Wajib Pajak dengan peredaran usaha atau omzet paling sedikit
Rp. 300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) tahun, dapat
dibebaskan dari kewajiban pembukuan, dengan persyaratan tetap
diwajibkan menyelenggarakan pencatatan nilai peredaran usaha berupa
pendapatan bruto secara teratur, yang menjadi dasar untuk penghitungan
pajak.
Pencatatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diselenggarakan dengan
sebaik-baiknya dan harus mencerminkan keadaan atau kegiatan usaha
sebenarnya.
Tata cara wajib pajak menyelenggarakan pencatatan atas setiap transaksi
penerimaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah
sebagai berikut :
a. Wajib Pajak menyelenggarakan pencatatan tentang pendapatan bruto
usahanya secara lengkap dan benar;
b. pencatatan diselenggarakan secara kronologis berdasarkan urutan
waktu;
c. apabila wajib pajak memiliki lebih dari 1 (satu) unit usaha, maka
pencatatan dilakukan secara terpisah.

Pasal 12

Terhadap pembayaran Pajak yang terutang dengan cara official assesment

atas perintah Kepala Bapenda dapat dilakukan pemeriksaan terhadap

ketaatan dan kepatuhan Wajib Pajak.

Perintah pemeriksaan didasarkan pada :

a. hasil pemantauan terhadap objek pajak maupun Wajib Pajak yang
bersangkutan;

b. adanya laporan dari pihak ketiga;

c. permintaan wajib pajak atas kelebihan pembayaran pajak yang
terutang.

Dalam pelaksanaan pemeriksaan maka pihak yang diperiksa wajib :

a. memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen
yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan
objek pajak yang terutang;

b. memberikan kesempatan kepada petugas untuk memasuki tempat

atau ruangan yang dianggap perlu dan memberikan bantuan guna
kelancaran pemeriksaan;
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(5)

(7)

(8)
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c. memberikan keterangan lain yang diperlukan.

Dalam hal pejabat/pegawai yang ditunjuk melakukan pemeriksaan tidak
melakukan kewajiban untuk menagih dan atau memungut Pajak yang
terutang dikenakan sanksi sesuai ketentuan dengan peraturan
perundang-undangan.

Dalam hal wajib pajak tidak melakukan kewajiban sebagaimana
dimaksud pada ayat (3) maka Pajak yang terutang ditetapkan secara
jabatan dan ditambah sanksi administrasi berupa denda sebesar 2 (dua)
kali jumlah pajak yang terutang.

Dalam hal diperlukan keterangan atau bukti dari pihak lain, maka pihak
lain wajib memberikan keterangan atau seluruh bukti yang diminta oleh
petugas pemeriksa.

Dalam hal pihak lain adalah bank milik pemerintah atau bank swasta,
maka pemberian keterangan atau bukti yang diperlukan harus dapat ijin
terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang.

Hasil pemeriksaan lapangan dibuatkan berita acara dan dilaporkan
kepada Kepala Bapenda untuk proses penyelesaian/penetapan Pajak yang
terutang.

Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Wajib Pajak terdapat
kelebihan pembayaran Pajak yang terutang, maka jumlah kelebihan
tersebut diperhitungkan sebagai pembayaran di muka atas jumlah Pajak
yang terutang pada masa berikutnya.

(10) Apabila orang dan atau badan usaha sebagai wajib pajak mengakhiri

(1)

(2)

kegiatan usahanya, maka jumlah kelebihan pembayaran pajak harus
dikembalikan kepada wajib pajak selambat-lambatnya 1 (satu) bulan
sejak dikeluarkannya ketetapan kelebihan pembayaran.

BAB VII
PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN PAJAK

Pasal 13

Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengurangan, keringanan
atau pembebasan pajak kepada Kepala Bapenda dalam hal ini pejabat
yang berwenang.
Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan wajib pajak dapat
memberikan pengurangan dan keringanan Pajak, dalam hal :
a. terjadi suatu bencana;
b. pemberian stimulus kepada masyarakat/wajib pajak dengan

memperhatikan kemampuan wajib pajak;
c. usaha pengentasan kemiskinan,;
d. usaha peningkatan perekonomian masyarakat.
Permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan Pajak harus
diajukan secara tertulis dengan menggunakan bahasa Indonesia serta
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melampirkan foto copy Kartu Tanda Penduduk atau identitas pemohon,
foto copy Surat Ketetapan Pajak Daerah yang dimohonkan dengan
mencantumkan alasan secara jelas.

Atas permohonan pengurangan, keringanan atau pembebasan pajak,
pejabat yang berwenang melakukan penelitian mengenai berkas
permohonan dan kelengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

Atas telaahan dan pertimbangannya pejabat yang berwenang
merekomendasikan untuk menerbitkan surat keputusan menolak,

mengabulkan seluruhnya atau sebagian keberatan wajib pajak.

Pasal 14

Atas permohonan pengurangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat

(1),

pejabat yang berwenang dapat memberikan pengurangan pajak untuk

paling tinggi 50% (lima puluh persen) dari pokok Pajak.

(1)

BAB VIII
PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN
PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRATIF
KEPADA WAJIB PAJAK

Pasal 15

Atas permohonan Wajib Pajak atau karena jabatannya, Kepala Bapenda

melalui pejabat yang berwenang dapat membetulkan SPTPD, SKPD,

SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB yang dalam

penerbitannya terdapat kesalahan tulis dan/atau kesalahan hitung

dan/atau kekeliruan penerapan ketentuan tertentu dalam peraturan
perundang-undangan perpajakan daerah.

Pelaksanaan pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD,

SKPDN atau SKPDLB atas permohonan Wajib Pajak sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebagai berikut:

a. permohonan diajukan dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan setelah SKPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterima, kecuali apabila wajib
pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat
dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. terhadap SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau
SKPDLB yang akan dibetulkan baik karena jabatan atau atas
permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
dilakukan penelitian administrasi atas kesalahan tulis, kesalahan
hitung dan/atau kekeliruan dalam penerapan peraturan daerah;

c. apabila dari hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada huruf b
ternyata terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan/atau
kekeliruan dalam penerapan Peraturan Daerah, maka SPTPD, SKPD,
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SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB tersebut
dibetulkan sebagaimana mestinya,;

d. pembetulan SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN
atau SKPDLB sebagaimana dimaksud pada huruf ¢ dilakukan dengan
menerbitkan Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak;

e. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada
huruf d harus disampaikan kepada Wajib Pajak paling lambat 3 (tiga)
hari kerja sejak diterbitkan;

f. Keputusan Pembetulan Ketetapan Pajak harus dilunasi dalam jangka
waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkan;

g. dalam hal permohonan wajib pajak ditolak maka pejabat yang
berwenang segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pembetulan
SPTPD, SKPD, SKPDKB, SKPDKBT atau STPD, SKPDN atau SKPDLB.

Pasal 16

Kepala Bapenda melalui pejabat yang berwenang karena jabatannya atau

atas permohonan permohonan Wajib Pajak dapat mengurangkan atau

menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan
pajak yang terutang, dalam hal sanksi tersebut dikenakan karena
kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya.

Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga,

denda, dan kenaikan pajak terutang sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), dapat dilakukan terhadap :

a. sanksi administrasi berupa bunga disebabkan keterlambatan
pembayaran pada masa pajak;

b. sanksi administrasi berupa bunga, denda dan/atau kenaikan pajak
dalam surat ketetapan pajak atau STPD.

Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa

bunga dan/atau denda disebabkan keterlambatan pembayaran pada masa

pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan sebagai
berikut :

a. Wajib Pajak mengajukan permohonan pengurangan/penghapusan
secara tertulis dalam waktu paling lama 7 (tujuh) hari setelah jatuh
tempo pembayaran pajak terutang, kecuali apabila wajib pajak dapat
menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat dipenuhi
karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas dengan pernyataan kekhilafan wajib
pajak atau bukan karena kesalahannya, dan melampirkan SSPD yang
telah diisi dan ditandatangani wajib pajak;

c. terhadap permohonan yang ditolak, pejabat yang berwenang :

1. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi administrasi berupa
bunga; atau
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2. menulis catatan/keterangan pada sarana pembayaraan SSPD yang
menerangkan bahwa pokok pajak dibayar beserta sanksi
administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) per bulan
untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas pejabat
yang berwenang dan selanjutnya menerbitkan STPD yang memuat
sanksi administrasi berupa bunga 2% (dua persen) dimaksud;

d. terhadap permohonan yang disetujui, atau karena jabatan
berdasarkan alasan yang dapat diterima, pejabat yang berwenang
mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi bunga atau denda
akibat keterlambatan pembayaran pada masa pajak, dengan cara
menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikurangkan atau dihapuskan, serta dibubuhi
tanda tangan dan nama jelas pejabat yang berwenang;

e. Wajib Pajak melakukan pembayaraan Pajak dalam waktu 1x24
(satu kali dua puluh empat) jam sejak disetujuinya permohonan
tersebut pada huruf d;

f. terhadap permohonan yang ditolak, pejabat yang berwenang :

1. menuliskan catatan/keterangan pada sarana pembayaran SSPD
bahwa sanksi tersebut dikenakan sebesar 2% (dua persen) per
bulan untuk kemudian dibubuhi tanda tangan dan nama jelas
pejabat yang berwenang;

2. menerbitkan STPD atas pengenaan sanksi bunga tersebut.
Pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi berupa bunga, denda
dan/atau kenaikan Pajak dalam Surat Ketetapan Pajak atau STPD
sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, dilakukan sebagai berikut :
a. Wajib Pajak mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala

Bapenda dalam jangka waktu 4 (empat) bulan sejak Surat Ketetapan

Pajak Daerah diterima oleh wajib pajak, kecuali apabila wajib pajak

dapat menunjukkan bahwa jangka waktu tersebut tidak dapat

dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya;

b. permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a harus
mencantumkan alasan yang jelas serta melampirkan:

1. surat pernyataan kekhilafan Wajib Pajak atau bukan karena

kesalahannya;

2. surat ketetapan pajak yang menetapkan adanya kenaikan pajak
terutang.

Berdasarkan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

huruf b, pejabat yang berwenang segera melakukan penelitian

administrasi tentang kebenaran dan alasan Wajib Pajak maupun

lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b.

Atas dasar hasil penelitian administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat

(5), pejabat yang berwenang membuat telaahan pertimbangan atas
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pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi untuk mendapatkan
persetujuan atau penolakan dari Kepala Bapenda.

Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
disetujui, maka segera memberikan pengurangan atau penghapusan
sanksi administrasi berupa bunga atau denda dan/atau kenaikan pajak
terutang yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD
yang telah diterbitkan, dengan cara menerbitkan Surat Keputusan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administrasi sebagai pengganti
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau STPD semula, serta ditandatangani
oleh Kepala Bapenda.

Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)
ditolak, maka segera menerbitkan Surat Keputusan Penolakan
Pengurangan dan Penghapusan Sanksi Administasi yang ditandatangani
oleh Kepala Bapenda.

Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari
setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan dan Penghapusan
Sanksi Administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dan Surat
Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (8).

Pasal 17

Kepala Bapenda melalui pejabat yang berwenang atau atas permohonan

Wajib Pajak dapat mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak

yang tidak benar, apabila terdapat :

a. novum atau fakta baru yang belum terungkap pada waktu
pemeriksaan untuk menentukan besarnya pajak terutang sedangkan
batas waktu pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan Surat
Ketetapan Pajak Daerah atau pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi telah terlampaui; atau

b. Novum atau fakta baru yang belum terungkap disebabkan tidak
dipertimbangkannya pengajuan keberatan atau pengajuan pembetulan
Surat Ketetapan Pajak Daerah atau pengajuan pengurangan dan
penghapusan sanksi administrasi akibat tidak dipenuhinya
persyaratan formal, yakni pengajuan permohonan melampaui batas
waktu yang telah ditentukan.

Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah jumlah

pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga, denda,

dan/atau kenaikan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak

Daerah.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan pajak atas dasar permohonan

wajib pajak, ditentukan sebagai berikut :

a. surat permohonan wajib pajak didukung oleh novum atau fakta baru
yang meyakinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1);
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b. dalam surat permohonan wajib pajak harus dilampirkan dokumen
berupa foto copy :

1. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang diajukan permohonannya;

2. dokumen yang mendukung diajukannya permohonan;

3. berkas permohonan berikut bukti penolakan keberatan atau bukti
penolakan pengurangan dan penghapusan sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b.

c. pengajuan permohonan yang tidak memenuhi persyaratan
sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, tidak dapat
dipertimbangkan dan berkas permohonan dikembalikan kepada wajib
pajak.

Pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak karena jabatan dilakukan

sesuai permintaan pejabat yang berwenang berdasarkan pertimbangan

keadilan dan adanya temuan baru.

Atas dasar permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dan permintaan/usulan karena jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat

(4), pejabat yang berwenang segera melakukan penelitian terhadap

pengurangan atau pembatalan ketetapan Pajak.

Hasil penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaporkan kepada

Kepala Bapenda dengan melampirkan telaahan pertimbangan atas

pengurangan/ pembatalan ketetapan Pajak.

Berdasarkan laporan pejabat yang berwenang telaahan pertimbangan

pengurangan/pembatalan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada

ayat (6), Kepala Bapenda memberikan disposisi berupa menerima atau
menolak pengurangan ketetapan Pajak, atau menerima atau menolak
pembatalan ketetapan Pajak.

Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

disetujui Kepala Bapenda menerbitkan Keputusan Pengurangan atau

Pembatalan Ketetapan Pajak yang baru dengan tetap mengurangkan atau

memperbaiki Surat Ketetapan Pajak yang lama.

Dalam hal telaahan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (6)

ditolak, maka segera menerbitkan Keputusan Penolakan Pengurangan

atau Pembatalan Ketetapan Pajak yang ditandatangani oleh Kepala
Bapenda.

(10) Wajib Pajak melakukan pembayaran pajak paling lambat 7 (tujuh) hari

setelah menerima Surat Keputusan Pengurangan atau Pembatalan
Ketetapan Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (8) dan Surat

Keputusan Penolakan Pengurangan dan Penghapusan Sanksi administrasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (9).
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BAB IX
KEDALUWARSA PENAGIHAN PAJAK

Pasal 18

Hak untuk melakukan penagihan pajak menjadi kedaluwarsa setelah
melampaui waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak,
kecuali apabila Wajib Pajak melakukan tindak pidana di bidang
perpajakan daerah.
Kedaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
tertangguh apabila :
a. diterbitkan Surat Teguran dan/atau Surat Paksa; atau
b. ada pengakuan utang pajak dari wajib pajak, baik langsung maupun

tidak langsung.
Dalam hal diterbitkan surat teguran dan surat paksa sebagaimana
dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluwarsa penagihan dihitung sejak
tanggal penyampaian surat paksa tersebut.
Pengakuan utang pajak secara langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b adalah wajib pajak dengan kesadarannya menyatakan
masih mempunyai utang pajak dan belum melunasinya kepada
pemerintah daerah.
Pengakuan utang secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran
atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh Wajib
Pajak.

Pasal 19
Piutang pajak yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk
melakukan penagihan sudah kedaluwarsa dapat dihapuskan.
Bupati menetapkan Penghapusan Piutang Pajak yang sudah kedaluwarsa
sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BAB X
PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 20
Wajib Pajak dapat mengajukan permohonan pengembalian atas kelebihan
pembayaran Pajak Penerangan Jalan kepada Bupati melalui Kepala
Bapenda.
Pengembalian kelebihan pembayaran sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) disebabkan adanya kelebihan pembayaran Pajak yang telah
disetorkan ke Kas Daerah atau Bendahara Penerima Bapenda
berdasarkan :
a. perhitungan dari wajib pajak;
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b. Surat Keputusan Keberatan atau Surat Keputusan pembetulan,
pembatalan dan pengurangan ketetapan, dan pengurangan atau
penghapusan sanksi administrasi;

c. putusan banding atau putusan peninjauan kembali;

d. kebijakan pemberian pengurangan, keringanan, dan/atau pembebasan
pajak berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Atas permohonan wajib pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala

Bapenda atau pejabat yang ditunjuk segera mengadakan penelitian atau

pemeriksaan terhadap kebenaran kelebihan pembayaran pajak dan

pemenuhan kewajiban pembayaran pajak daerah lainnya oleh Wajib

Pajak.

Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala

Bapenda dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak diterimanya

permohonan harus memberikan Keputusan.

Kelebihan pembayaran pajak yang sudah disetor dapat dikembalikan

kepada Wajib Pajak atau penanggung pajak melalui restitusi dengan cara :

a. Wajib Pajak atau penanggung pajak mengajukan permohonan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara tertulis yang dibubuhi
materai cukup paling lambat 3 (tiga) bulan sejak saat timbulnya
kelebihan pembayaran pajak, dengan melampirkan dokumen:

1. identitas penduduk/KTP pemohon;

2. SPTPD, untuk masa pajak yang menjadi dasar permohonan;
3. asli tanda bukti pembayaran pajak;

4. uraian perhitungan pajak menurut Wajib Pajak.

b. setelah wajib pajak atau penanggung pajak menerima SKPDLB, Kepala
Bapenda menerbitkan SPMKPD;

c. Kas Daerah mengembalikan kelebihan pembayaran pajak sesuai
SPMKPD dan SPMU.

Apabila Wajib Pajak mempunyai utang Pajak lainnya, kelebihan

pembayaran Pajak langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih

dahulu utang Pajak tersebut.

Apabila kelebihan pembayaran Pajak diperhitungkan dengan utang Pajak

lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (6), pembayaran dilakukan

dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahbukuan juga berlaku
sebagai bukti pembayaran.

BAB XI
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Bentuk dan format formulir Pendaftaran Wajib Pajak, NPWPD, SPTPD, SSPD
dan STPD tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
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BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22
Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati
Pemalang Nomor 9 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan
Pajak Penerangan Jalan (Berita Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2012
Nomor 9), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 23
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengudangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pemalang.

Ditetapkan di Pemalang
pada tanggal 15 Maret 2021

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO

Diundangkan di Pemalang
pada tanggal 15 Maret 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PEMALANG

Cap
ttd

MOHAMAD ARIFIN

BERITA DAERAH KABUPATEN PEMALANG TAHUN 2021 NOMOR 12

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

NIP. 19650218 199203 1 006
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LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI PEMALANG

NOMOR  TAHUN 2021

TENTANG TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK PENERANGAN JALAN DI
KABUPATEN PEMALANG

A. FORMAT SURAT PENDAFTARAN OBJEK PAJAK DAERAH PAJAK
PENERANGAN JALAN

Tanggal Pendaftaran |
Jenis Pendaftaran L

Nomor Pendaftaran [ |

NIK/NPWP

Nama

Jalan

L
I
I
RT [ ] rRw [ ]
L
L
|
L
I

Kecamatan [VI Kelurahan | [ v]

Iex:08

Kabupaten

No. Telp./HP.

Email

Kode Pos

Jenis Objek
Tgl. Daftar

Yl o~ [ ]

Nama

Jalan | RT/RW I:I I:l
Y] Kelurahan/Desa [ [v]

I Kode Pos L 1

Kecamatan

Kabupaten
No. Telp/Hp
Penanggungjawab

Nama L | Alamat [ |
Gambar Objek | |

BnEnEEE
|
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B. KETENTUAN NOMOR POKOK WAJIB PAJAK DAERAH (NPWPD)

P,2 XXXXXXX, XX, XX

L ] L ] 1r
Q Kode Desa Wajib Pajak

» Kode Kecamatan Wajib Pajak

—» Nomor Urut Pendaftaran Wajib Pajak

Kode 1 Untuk Pribadi
> Kode 2 Untuk Badan Usaha

. Kode P Untuk Pajak
~ Kode R Untuk Retribusi
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C. FORMAT SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN

JALAN
PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH
& J1l. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 321244, Pemalang
¥

Kode Pos 52312
SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK DAERAH

( SPTPD) Kepada
PAJAK PENERANGAN JALAN

Yth. Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah

No SPTPD
QR Barcode |Masa Pajak 3 di J1. Surohadikusumo No.1, Pemalang
Tahun Pajak
Kode Bayar

Perhatian:

1. Harap diisi dalam rangkap 2 (dua) ditulis dengan huruf CETAK

2. Beri nomor pada kotak |:| yang tersedia untuk jawaban yang diberikan

3. Setelah diisi dan ditandatangani, harap diserahkan kepada Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah (BAPENDA)
Kabupaten Pemalang, paling lambat 7 (tujuh) hari sejak berakhirnya masa pajak yang bersangkutan.

4. Bagi Wajib Pajak yang tidak mengisi dan menyerahkan SPTPD, pengenaan pajak akan dihitung secara jabatan
dan dikenakan sanksi sesuai ketentuan berlaku.

1. Identifikasi Wajib Pajak

a. Nama Wajib Pajak 5

b. Alamat :

c. NPWPD S o o o Y

d. Nama Objek/ Usaha :

e. Alamat Objek ;5

II. Diisi Oleh Pengusaha Tenaga Listrik

a. Klasifikasi Usaha (] ] 01. Non Industri

02. Industri

b. Pembayaran penggunaan lsitrik Rp.
c. Pembayaran lain-lain Rp.
d. Dasar pengenaan pajak ( DPP) ( b+c) Rp.
e. Pajak terutang ( 15% x DPP) Rp.
f. Pajak kurang atau lebih bayar Rp.
g. Sanksi administrasi Rp.
h. Jumlah pajak yang dibayarkan (e + f+ g ) Rp.
Data Pendukung Lampiran
a. Surat Setoran Pajak Daerah ( SSPD ) * Ada/Tidak Ada
b. Rekapitulasi Penjualan/Omzet * Ada/Tidak Ada
c. Rekapitulasi Penggunaan Bon/Bill * Ada/Tidak Ada
d. Jumlah Harian * Ada/Tidak Ada
R T T T * Ada/Tidak Ada

III. Pembayaran/Penyetoran di Bank Jateng Kabupaten Pemalang
IV. Lain-lain Kegiatan : .....cccecceeeeiieiirnirenieeenenieenecnesencennenns
Demikian formulir dengan sebenar - benarnya dan apabila terdapat ketidakbenaran dalam memenuhi
kewajiban pengisian SPTPD ini, saya bersedia dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.
Pemalang...... wsaiiisvimssssss 20... Diterima oleh petugas,
Tanggal, wsumnesemmmsmsiny

NIP.

* Coret yang tidak perlu
Lembar 1. Untuk BAPENDA 2. Untuk wajib Pajak
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D. FORMAT SURAT SETORAN PAJAK DAERAH PAJAK PENERANGAN JALAN

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG SSPD
BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH (Surat Setoran Pajak Daerah)
JI. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp/Fax (0284) 32 1244, Pemalang Tahun :
Kode Pos 52312 Kode Bayar :
Nama Wajib Pajak
Alamat
Nama Objek / Usaha
Alamat Objek
NPWPD o o o s e o s
Menyetor Berdasarkan : [JskpD [] sSTPD [C] Lainnya
[ skpDT [ SPTPD
SKPDKB  [] SK Pembetulan
[ skpDKBT [ SK Keberatan
Masa Pajak : S/D Tahun : No. Urut :
No Kode Rekening Uraian Jumlah
Pajak Penerangan Jalan
1. 4.1.1.01.09 Jenis Rp.
Omzet
Tarif
Pajak
JUMLAH SETORAN PAJAK Rp.
Dengan Huruf : l § SRR I
Ruang Untuk Teraan Diterima Oleh Pemalang, 20
Kas Register/ Tanda Petugas Tempat Pembayaran
Petugas Penerima Tanggal :
Tanda Tangan :
Nama Terang : (Nama WP)
NIP :
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E. FORMAT SURAT TAGIHAN PAJAK DAERAH

Nomor :

Sifat : Segera

Lampiran : -

Perihal 1 Surat Tagihan Pajak Daerah

PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
Badan Pengelolaan Pendapatan Daerah
J1. Surohadikusumo No.1, Pemalang Telp?Fax (0284) 321244, Pemalang

Pemalang, 20

Yth. Sdr / Pemilik / Pengelola

(NPWP)

SURAT TAGIHAN

Menurut pembukuan kami, hingga saat ini Saudara masih mempunyai tunggakan Pajak

sebagai berikut:

Nama, Nomor & Tanggal SPTPD, Jumlah
is Paiak | Masa/Tahun SKPD, SKPDT, SKPDKB, Tanggal Tunggakan
Jenis Paja Pajak SKPDKBT, STPD, SKRD, SKRDT, | Jatuh Tempo }gf‘
STRD P
Denda
- Jumlah

Dengan huruf: (......coooooi

...... )

Sehubungan dengan tersebut, Kami mohon Saudara melunasi pajak sesuai uraian diatas ke

Bank Jateng baik melalui teller ataupun transfer dengan kode bayar :

Demikian pemberitahuan kami, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Pemalang, 20

a.n. KEPALA BADAN PENGELOLAAN PENDAPATAN

DAERAH PEMALANG

KEPALA BIDANG PENAGIHAN DAN KEBERATAN

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN PEMALANG

——

——'—\
SRI SUBYAKTO, SH, MS.i

na Tingkat |
NIP. 19650218 199203 1 006

.

NIP.

BUPATI PEMALANG,

Cap
ttd

MUKTI AGUNG WIBOWO




